SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 17/HM.02-Kpt/7305/KPU-KAB/III/2021

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DAN ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi
publik yang cepat tepat dan sederhana, dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Operator
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Elektronik
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan
Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan
Elektronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) (E-
PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Takalar.

. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
4843)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 5952);
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2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali ,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
01 Tahun 2010 tentang Perubahan atar Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihn Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tqahun 2008 dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretarian Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008
tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
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Menetapkan
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemelihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasin Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5.

MEMUTUSKAN:

1. Keputusan  Komisi Pemilihan Umum  Nomor
87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkingan
Komisi Pemilihan Umum,;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Takalar tanggal 25 Maret 2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TAKALAR TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN

ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menetapkan Saudara :

Nama : RAHMAT HIDAYAT SAUD, S.E.

NIP : 198310292010121003

Jabatan : Penyusun Laporan Administrasi Keuangan dan
Dana Kampanye

Sebagai Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) dan  Elektronik Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Takalar
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Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Takalar.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya..

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETA

RIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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